Hukum Acara: Pidans: ’ ,

1. Yang terjadi dalam hal ini adalah: Pengadilar Negert dan Pengo-
dilan Ekonomi- melakukan pemerikaan secara serentak dan melakukan
peradilan pada waktu yang bersamaan dengan kemudien Pengadilan Ne-
geri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing menjatuhkan hukuraan do-
lam perkara yang bersangkutan (perkara pidana biasa dan perkare pidana
ekonomi yang terdakwanya orangnya sama). Hal tersebut tidak dapat
dipandang sebagai pemeriksaan secara gaburgan Pengadilan Negeri - Peng-
adilan Ekonomi yang merupakan pelanggaren Undang-undang.

2. — Pengadilan Ekonomi harus dianggap bukan Pengadilan tersen-
diri sebagai halnya Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Perngudilan Militer, melainkan hanya suatu differensiasifspecialisast dg-
lam Peradilan Umum,

~ Sesuai dengan penfelasan U.U. No. 14/1970 di dalam Lingkungan
Pengadilan Umum dapat diadakan differensiasi/specialisasi berupa Penga-
dilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dsb.

3. Kelalalan dalam cara-cars pe-adilan yang harus diindahkan olek
Pergadilan Ekonomi, yang dalam perkara ini sesungguhnya tidak terdapat,
berdasarkan pasal 44 U.U. Tindak Pidana Ekonomi hanya dapat diguna-
kan sebagai dasar untuk pembatalan putusannya fika kelalaian tersebut
merugikan pihak kejaksaan dalam tuntutannya ateu pihak tersangka da-

-

lam pembelaannya. :

Putusan Mahkamah Agung: tgl. 25.1-1975 No. 98, 99 K/Kr./1974.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan se-
bagai berikut;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara/Timur tanggal 25 Juni
1973 No. 6/Pid/73/Tol dalam putusan mana tertuduh; :

Abu Kiswo bin Kusman, umur 42 tahun, lahir di Bandung, agama Is-
lam, pekerjaan Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada {nspek-
torat 1V Bea & Cukal Tanjung Priok, Jakarta, tempat tinggal Komplek
Perumahan Bea & Cukai No.A.5 Paunan, Jakarts;

dan putusan Pengadilin Ekonomi di Jakarta Utars/Timur tanggal 25 Juni
1973 Ne. 3/Pid/1973/EK dalam putusan mana tertuduh tersebut di atas;

tertuntut kamsi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 21 Oktober 1972
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s/d. tanggal 3 Agustus 1974);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi
tersebut karena dituduh: : '

Tuduhan L

Bahwa tertuduh Abu Kiswo, selaku pegawal Negeri dengan pangkat Pembi-
na {Golongan 1V/a), dengan jabatan Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundup-
an pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok, sesuai dengan surat Ke-
putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep.600/MK/TII{8/1972, de-
ngan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dengan surat Keputusan Di-
rektorat Jenderal Bea & Cukai No.: Kep/DDBT/SK/52 tanggal 3 Nopember
1969 dan surat edaranforder Kepala Inspektorat IV Bea & Cukai No, 87/LM./
1971 tanggal 21 Juni 1971 antara lain sebagai berikut:

1. mengatur penyelenggaraan dan mengawasi jalannya pekerjaan dalam
usaha mencegah dan memberantas penyelundupan/pelanggaran terhadap pera-
turan-peraturan, perundang-undangan di bidang Bea & Cukai, serta peraturan-
peraturan lainnya, yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Bea &
Cukai;

2. mengkoordineer dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan kegiat-
an di bidang intellegence yang berhubungan dengan tugas Direktorat Jenderal
Bea & Cukai;

3, berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan untuk menentukan type/
modelftahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan pemasukan lainnya
terhadap kendaraan bermotor yang dimasukkan;

4. selain untuk kendaraan bermotor dengan fasilitas P.P.8 (C.D.), maka
untuk semua pernasukan kendaraan bermotor tidak dibenarkan diberikan per-
setujuan impor, apabila belum melalui Kepala Dinas Pemberantasan Penyelun-
dupan; :

dalam waktu antara tanggal 1 September 1971 sampal dengan tanggal 21
Oktober 1972, atau dalam waktu-waktu yang tanggal-tanggalnya . tidak dapat
ditentukan dengan pasti, ataupun setidak-tidaknya pada pertengahan tahun
terakhir tahun 1971 sampai dengan triwulan ketiga tahun 1972, bertempat
di Kantor Inspektorat IV Bea & Cukai Tanjung Priok dan atau di rumah ter-
tuduh di komplek Perumahan Bea & Cukai No.A.5. Jalan S. Parman Jakar-
ta, atau di salah satu tempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ja.
karta Utara/Timur, setidak-tidaknya dalam daerah D.XJI. Jaya, dengan tujuan
dan maksud hendak menguntungkan did sendiri atau dan orang lain, secara
bersama-sama atau berdid sendiri, yaitu:

1. Sie Tjia le alias Robby Tjahjadi dan Tjaw Ping Hie alias Heru Tjandra;
2. Nie Siong Guan alias Sugiono dan atau Tommy Widjaja; -
3. Lie Eng Hok alias Sali Satiadi;

4, The;
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5. Kwee Ping Siang alias Eddy Tandjung;

6. Kapten Infantri A, Tengker;

7. Lauw Tjwan Hwie alias Iskandar Lukman dan atau Karsono:;
8. Bostje Kumayas;

9. atau setidak-tidaknya orang laln daripada tertuduh;

telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatannya atau kedudukannya sebagaimzna tersebut di atas,
yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atay
_perskonomian negara yang dllakukannya sehagai berikut:

telah memberikan persetujuan untuk memasukkan sejumlah 1164 kendaraan
bermotor yang terdiri daripada merk: Mercedes Benz dari berbagai type dan
tahun, Flat dari berbagal type dan tahun, Holden dari berbagai type dan ta-
hun, B.M.W, dari berbagai type dan tahun, Peugeot dari berbagai type dan
tahun, ataupun lainlgin merk dard berbagai type dan tahun, setidak-tidak-
nya sejumlzh kendaraan bermotor dard berbagai merk, type dan tahun pem-
buatan dengan mempergunakan fasilitas sebagai barang pindahan, padahal ter.
tuduh dalam kedudukannya serta tanggung jawabnya ftu mengetahui bahwa
pemasukan kendaraan bermotor tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ba-
rang pindahan, ataupun setidak-tidaknya telah memberikan kesempatan untuk
memperoleh pembebasan dan/atau penundaan dan/atau keringanan bea masuk,
pembebasan PPN.,, M.P.O. dan/atau pungutan-pungutan lainnya ataupun pem-
bayaran-pembayaran yang harus dibebankan bilamans tidak mempergunakan
fasilitas barang pindahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Ta-
rief Indonesia beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Surat Keputusan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.: 69/SK/IV/1970 tanggal 17 April
1970, baik karena:

a. surat-surat/dokumen-dokumen dari kendaraan bermotor tersebut yang

tidak memenuhi syarat antara lain:
tidak ada:
. registrasi kendaraan bermotor di luar negerd, danfatau
kwitansi pembelian kendaraan bermotor di luar negerifinvoice, dan/atau
. keterangan K.B.R.., dan/atau
. suratsurat pajak di luar negeri, dan/atau
. surat keterangan dari Lurah yang bersangkutan, danfatau
. tanggal kedatangan si pemegang paspor yang ditulis pada paspor telah
diadakan perubshan (dipalsukan), danfatau

7. izin darl Departemen Perdagangan, danfatau

8. surat-surat/dokumen-dokumen yang berupa foto-copy tanpa disertai asli-
nya, danfatau

9. sebuah paspor yang dipergunakan 2 {(dua) kali untuk memasukkan/inkla.
ting kendaraan bermotor;

10. dan lain-lain;

L N e N
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atau setidak-tidaknya salah satu dari surat-surat seperti tersebut di atas yang
merupakan. syarat sebagai barang pindahan tidak dipenuhi;

b. bahwa ia tertuduh mengetahui atanpun dapat menduga, bahwa se-
bagian. dari kendaraan' bermotorkendaraan bermotor tessebut di atas adalah
kepunyaan Robby Tjahjadi, Noto Sugiono, Lie Eng Hok dan/atau lain-lain
orang, bahwa mereka itu bukaniah orang-orang yang berhak memperoleh fa-
silitas memasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri ke daerah pabean
Indonesia sebagai barang pindahan;

c. bahwa ia tertuduh telah lebih dahulu memberikan persetujuan terha-
dap permohonan-permohonan dari orang-orang tersebut di atas dengan menulis
katakata pada permohonan yang berbunyi antara lain: Yace dilayani seba-
gai barang pindahan”, padahal: :

1. ia tertuduh mengetahui belum melakukan pemeriksaan dengan se-
cara sempurna terhadap type/model/tahun pembuatan sertafatau pemenuhan
semua persyaratan yang diperiukan terhadap kendaraan bermotor yang akan
dimasukkan itu; dan ataupun

2. ia tertuduh lebih dahulu memberikan parsetujuannya pada perma-
honan yang bersangkutan, padahal Kepala Seksi Kendaraan Bermator. Kepala
Hanggar dan Kepala Ressort belum melakukan pemeriksaan serta memberikan
pendapat pada permohonan yang bersangkutan, sedanpkan menurut Ketentuan
Surat Edaran/Order Kepala Inspekeorat IV Bea & Cukai, No. B87/IM/1971
tanggal 21 Juni 1971 disebutkan- antara lain:

bahwa semua PPUD kendaraan bermotor (kecuali C.D.) yang setelah sele-
‘sai diperiksa dan diteliti oleh Kepala Hanggar/Ressort, oleh Kepala Ressort
wajib dikirim dengan buku expedisi langsung kepada Kepala Dinas P2 untuk
menentukan type/model/tahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan
lainnya:

bahwa oleh karena persetujuan yang telah diberikan ia tertuduh sebagar
mana tersebut dalam sub.: 2, b dan c tersebut di atas, orang-orang lain te-
lah memperoleh keuntungan yang merugikan Negara Republik Indonesia, an-
tara lain sebagai berikut:

1. Robby Tiahjadi danfatau Heru Tjandra ataupun orang lain yang beker-
ja sama dengan Robby Tjahjadi danfatau Heru Tjandra, telah mendapat Kke-
untungan dari 440 pemasukan kendaraan bermotor ataupun setidak-tidaknya
sejumlah kendaiaan bermotor tectentu yang tidak dapat dipasukan jumiah-
nya, sebesar Rp. 176.000.000,~ ataupun setidak-tidaknya satu jumlah ter-
tentu;

2. Noto Sugiono danfatau Tommy Widjaja ataupun orang lain vang be-
keja sama dengan Noto Sugiono danfatau Tommy Widjaja telah mendapat
keuntungan dari 436 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah ken-
daraan bermotor tertentu yang tidak dapat dipastikan jumlahnya, sebesar Rp.
174.000.000,- ataupun sctidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

3. Lie Eng Hok dan/atau orang lain yang bekerja sama dengan Lie Eng



Hok telah mendapat keuntungan dari 75 pemasukan kendaraan bermotor atau-

pun sejumlah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat .ditentukan de-

. ngan pastl jumlahnya, sebesar Rp. 30000000— ataupun setidak-tidaknya satu
jumlah tertentu;

4, The atau orang lain yang bekerja sama dengan The telah mendapat ke-
untungan dari 60 pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kenda-
raan bermotor tertentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya,
sebesar Rp, .24.000,000,— ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

5. Eddy Tandjung ataupun orang lain yang bekerfa sama dengan Eddy
Tandjung telah mendapat keuntungan dard 40 pemasukan kendaraan bermo-
tor ataupun sejumlzh kendaraan bermotor tertentu sebesar Rp. 16.000.000,—
ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu;

6. Kapten Infantri A. Tengker ataupun orang lain yang bekerja sama de-
ngan Kapten Infantri A. Tengker telah mendapat keuntungan dari 40 pema-
sukan kendaraan bermotor ataupun sejumilah kendaraan bermotor tertentu yang
tidak dapat ditentukan denga pasti jumlahnya, sebesar Rp. 16,000.000,-
ataupun setidak-tidaksya satu jumlah tertentu; ‘

7. Iskandar Lukman danfatau Karsono ataupun orang lainyang bekerja sa-
ma dengan Iskandar danfatau Karsono telah mendapat keuntungan dari 25
pemasukan kendaraan bermotor ataupun sejumlah kendaraan bermotor ter-
tentu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlahnya, sebesar Rp. 10.000.000,.
ataupun setidak-tidaknya satu jumlah tertentu; :

8. Boetje Kumayas ataupun orang lain yang bekergja sama dengan Boetje
Kumayas, telah mendapat keuntungan dari 43 pemasukan kendaraan bermo-
.tor ataupun sejumiah kendaraan bermotor tertentu yang tidak dapat diten-
tukan dengan pasti jumlahnya sebesar Rp. 17.200.000,— ataupun setidak-tidak-
nya satu jumlah tertentu;

bahwa kerugian Negara Republik Indonesia sebagai akibat dari perbuat-
an tertuduh, dengan dimasukkannya kendaraan bermotor tersebut di atas ti-
dak membayar bea masuk, PPN, MPO danfataupun pungutan-pungutan lainnya
sebagai misal:
1. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz 230, bea masuk:
Rp. 2.782.160,—, PPN: Rp. 876.380,40, MPO: Rp 219.095,10. Jum-
lah: Rp. 3.877. 635 50;
2. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz 350 S.E.L., bea ma-
suk: Rp. 7.892.900,~, PPN: Rp. 2.471.805,—, MPO: Rp. 617.951,25.
Jumlah: Rp 10.982.656,25;
3, sebuah kendaraan bermotor merk Fiat 125 §, bea masuk: Rp. 1.446.120,—
PPN: Rp. 439.226,~, MPO: Rp. 109.809,—. Jumiah: Rp. 1.995.155,~
4, sebuah kendaraan bermotor merk B.M.W. 2000, bea masuk: Rp.
2.280.840,—, PPN: Rp. 718.464,60, MPO: Rp. 179.616,15. Jumlah:
Rp. 3.178.920.75;
berdasarkan perhitungan-perhitungan tersebut di atas Nega:a Republik In-
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donesia mengalami kerugian pemasukan uang negara sejumlah Rp. 2.328.000.000,~
ataupun setidak-tidaknya sejumlah tertentu;

bahwa ia tertudub mengetahui atsupun dapat menduga, bahwa untuk me-
laksanakan program pembangunan, Pemerintah Republik Indonesia sangat mem-
butuhkan biaya yang sangaf besar, dan Pemerintah Republik Indonesia tefah
merencanakan bahwa sebagian besar dari biaya pembangunan itu akan diper-
oleh dari bea masuk dan pungutan-pungutan lainnya, akan tetapi karena tin-
dakan-tindakan ia tertuduh sebagamana telah diuraikan di atas - menghalang-
halangi terlaksananya program Pemerintah di bidang Pembangunan Lima Ta-
hun, ‘

Tuduhan ke II: _
Bahwa ia tertuduh Abu Kiswo, selaku pegawai Negeri dengan golongan d
_jabatan, pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana yang telah dise-

but dalam tuduhan pertama di atas, telah menerima:
a. Uang sejumlah Rp. 54.550.000,— atau setidak-tidaknya sejumlah uang
tertentu; , , '
bahwa uang tersebut, diterima tertuduh secara bertahap dan berlanjut, se-
suai dengan rencana danfatau pelaksanaan pemasukan kendaraan bermotor ba-
ik secara langsung ataupun dengan perantaraan omng lain, seperti tersebut di
bawah ini:
1. Dari Heru Tjandra alias Chan Ping Hie danfatau Robby Tjahjadi alias
Sie Tjia le sebesar Rp. 22.000.000,— atau setidak-tidaknya sejumlah uang tertentu;
2. Dari Tommy Widjaja danfatau Noto Sugiono alias Wie Siong Gwan se-
besar Rp. 21.800.000,— atau setidak-tidaknya sejurniah uang tertentu;
3. Dari Sali Setiadi alias Lie Eng Hok sebesar Rp. 3.750.000,~ atau seti-
dak-tidaknya jumiah uang tertentu: '
4. Dari The sebesar Rp. 3.000.000,~ atau setidak-tidaknya sejumlah uang
tertentu;
5. Dari Eddy Tandjung alias Kwee Ping Siang sebesar Rp. 2.000.000,— atau
setidak-tidaknya sejumlah uang tertentu;
6. Dari Kapten Infantri A. Tengker sebesar Rp 1.900.000,— atau setidak-
tidaknya sejumliah uang tertentu;
7. Dari Tommy Widjaja danfatau Heru Tjandra dengan perantaraan Maulana
Jadun sebesar Re. 100.000,~ atau setidak-tidaknya sejumlah uang tertentu;
b. sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes Benz type 230 tahun
1971 dengan No. Pol. B-80GG dari Heru Tjandra/Robby Tjahjadi, sebagai
pemberian ataupun hadiah;
c. 1. beberapa lembar baju dari Robby Tjahjadi melalui Heru Tjandrd;
2. sejumlah karcis tontonan dan hadiah-hadiah lainnya dari Boetje Ku-
mayas.

Sedang ia tertuduh mengetahui atau sepatutnya harus menduga, bahwa pem-



berian-pemberian sebagaimana tersebut di atas. adalah karena kekuasaan atau-
pun wewenang tertuduh yang berhubungan dengan jabatannya selaku Kepala
. Dinas Pemberantasan Penyelundupan pada Inspektorat IV Bea & Cukai Tan.

jung Priok, atau yang menurut pikiran ataupun pengertian . orang-orang yang
telah memberikan pemberian-pemberian sebagaimana telah dissbut di atas ads
hubungannya dengan jabatan tertuduh selaku Kepala Dinas Pemberantasar:
Penyelundupan pada Inspektorat 1V Bea & Cukai Tanjung Priok, yang mem:-
punyai tugas antara lain:

Berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan untuk menentukan type/

model/tahun pembuatan dan pemenuhan semua persyaratan pemasukan lainnya
terhadap kendaraan bermotor yang dimasukkan.
Sedangkan orang-orang yang telah memberikan pemberian-pemberian sebagai-
mana ‘telah disebutkan di atas, kepada tertuduh, adalah orang-omng yang te-
lah memasukkan atau melakukin inklaring kendaraan bermotor di Pelabuhan
Tanjung Priok, yang pemeriksaan serta penelitian surat-surat/dokumen-dokumen
dan pemeriksaan physik dar “kendaraan bermotor-kendaraan bermotor. terse-
but harus melalui Dinas Pemberantasan Penyelundupan, dimana tertuduh se-
laku Kepala Dinas tersebut.

Bahwa sebagian dari uang yang telah diterima dari orang-orang tersebut
di atas telah dipergunakan tertuduh untuk:

l. Membeli sebidang tanah dan membangun sebuah rumah di atasoya,
terletak di Kampung Ambon Rawamangun Jakarta.

2. Membeli sebidang tanah seluas 4.910 meter persegi dan membangun
sebuah rumah dan sebuah bangunan peternakan ayam di atasnya, terletak di
Kampung Jampang Kabupaten Bogor. '

3. Membeli sebidang tanah di Pejompongan- Jakarta.

4. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Mercedes type 200.

5. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Toyota Hard Top No, Pol,
B-3959-GG.

6. Membeli sebuah kendaraan bermotor Sedan Honda Mini No. Por.
B-8502.

7. Membeli sebuah kendaraan bermotor merk Fiat 125 S. No. Pol.
B-313GG.

8. Membeli sebuah kendaraan bermotor Sedan Mitsubishi Colt. No. Pol
B-222-X.

Sedangkan sebagian lagi telah dipergunakannya untuk keperluan rumah tang-
ganya dan ataupun keperluan-keperluan lainnya.

Tuduhan ke [k . .

Bahwa ia tertuduh, Abu Kiswo, selaku pegawai negeri dengan golongan dan
jabatan, pada waktu dan tempat sebagsimana telah disebutkan dalam tuduhan
pertama di- atas, dengan sengaja memberi bantuan danfatau sengajia memberi
kesempatan atau keterangan kepada orang-orang atau kepada beberapa orang
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atau kepada salah satu orang yang telah disebut dalam tuduhan pertama di
atas, untuk melakukan tindak pidana ekonomi danfatau tertuduh telah mela-
kukan percobaan tindak -pidana ekonomi, yaitu baik dengan sengaja ataupun
karena kelalaian, memberitahukan salah tentang jumlah, jenis ataupun harga
barang-barang dalam pemberitahuan import, dan/atau membuat perobahar-per-
obahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan dalam dokumen-dokumen yang
telah ditanda-tangani yang berhak dan/atau menyerahkan dokumen yang tidak
syah, yaitu dengan jalan sebagai berikut:
bahwa orang-orang atau beberapa orang ataupun salah satu dari orang-orang

yang dimaksud di atas, telah danfataupun hendak memasukkan dari luar ne-
geri ke dalam daerah pabean Indonesia, sejumlah 1164 kendaraan bermotor,
ataupun setidak-tidaknya sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara
past lagi, dengan cara-cara antara lain:

1. mempergunakan sebuah pasport untuk memasukkan 2 (dua) kali atau
lebih kendaraan bermotor; danfatau

2. tanggal kedatangan sipemegang pasport di Indonesia, yang telah di-
tulis pada pasport, dirobah/dipalsukan; danfatau

3. menuliskan jenis kendaraan bermotor pada surat pemberitahuan import
(PPUD) tidak sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang sebenarnya yang
talah danfatau hendak dimasukkan; danfatau

4. membuat coretan-coretan dan atau tambahan-tambahan pada “nota pe-
meriksaan” yang dilampirkan pada PPUD, yang telah ditanda-tangani pegawai
yang berhak; danfatau

5. mempergunakan surat/dokumen K.B.RI.;dan/atau kwitansi pembehan/
invoice; danfatau registrasi kendaraan bermotor di luar negerd, danfatau su-
rat keterangan Sekretaris Kabinet RI., dan/atau surat/dokumen yang diper-
lukan sebagai syarat, untuk memasukkan kendaraan bermotor dari luar negeri
ke dalam daerah pabean Indonesia, yang isinya tidak benar dan/atau yang di-
palsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan.

Akibat perbuatan tertuduh sebagaimana telah diuraikan di atas, teladh me-

nimbulkan kerugian pemasukan uang Negara Republik Indonesia.

Tertuduh Abu Kiswo telah melanggar:
Tuduhae L
Pasal 1 ayat 1 sub. b. U.U. No, 3 tahun 1971, jo. U.U. No. 5 PNPS. ta-
hun 1959.
Tuduhen ke II:
Pasal 1 ayat 1 sub c. U.UNo. 3 tahun 1971, jo. pasal 418 K.UH.P.
Tuduhan ke II:
Pasal 25 angka Il ¢, d, dan e Ordonansi Bea, jo. pasal 1 sub ke ! huruf: h, jo.
pasal 4 U.U. Darurat No. 7 tahun 1955 sebagaimana kemudian diubah dan di-
tambah.

telsh dinyatakan bersalah melakukan kejshatsn seperti tercantum dafam pu-



‘tusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi tersebut, yang amar lengkapny
berbunyi sebagai berikut: :

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas bernama: Abu Kiswo bin Kus
man, ‘ :
I. Tidak terbukti bersalah melakukan kejehatan yang dituduhkan dalam tu
duhan - I, membebaskan ia karenanya dari tuduhan itu;
[I. Tertuduh bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan dalam tuntutan
[¥ yaitu:
melakukan tindak pidana korupsi,
Sebagai Pegawai Negeri menerima hadiah sedang ia tahu hadiah itu dibx
rikan kepadanya untuk pengalpaan dalam jebatannya itu;
a. Menjatuhkan kepada tertuduh hukuman penjara § (lima) tahun;
b. Menjatuhkan hukuman denda Rp. 7.500.000,— (tujuh juta fima ratu
ribu rupiah), dengan hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa foto.copy yang sudal
disyahkan dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya dikembalikan kepad:
Jaksa untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;
Menghukum pula tertuduh membayar biaya perkara ini;

Menyatakan bahwa tertuduh tersebut di atas bernama: Abu Kiswo bir
Kusman;

bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Ekonomi; memberi bantuar
dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Pemberantasan Penyelundupan (KDP2)
kepada orang lain, mengeluarkan kendaraan bermotor dari Pelabuhan Tanjun;
Prick ke perusahaan bebas tanpa dilindungi dokumen-<dokumen yang syah,;

a. Menjatuhkan kepada tertuduh hukuman selama dua tahun enam bular
dengan dikurangi selama tertuduh berada dalam tahanan sementara sebelum
putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap;

b. Menjatuhkan hukuman denda Rp. 10.000.000,~ (sepuluh juta rupiah,
ataupun dengan hukuman kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan;

¢. Melanjutkan penahanan atas diri tertuduh;

. 4. Memerintahkan supaya barang-barang bukti yang telah digjukan dalam
perkara ini masing-masing;

I. 1. Sebidang tanah kaveling/persil No. 3 Blok B2, phase Ic¢ Kampung
Ambon berikut beserta surat-suratnya a.n. Ny. Sri Murtini; ,

2. Sebidang tanah luasnya + 4910 M2, terletak di Kampung Fampang
Kecamatan Parung Kabupaten Bogor beserta sebuzh bangunan rumah tinggal.
bangunan peternakan ayam termasuk seluruh ayam yang berada di dalamnya;

3. Kendaraan bermotor masing-masing: '

a. Sebuah Mobil Fiat 125 S. tahun 1970 NoJPo. B-313-GG beserta ‘surat
nya, .
b. Sebuzh Honda model No., 360/1970 No. Pol, B-8502 beserta surat<urat-
nya,



dikembalikan: kepada tertuduh;
Il 2. Mobil Mitsubishi Celt 1500/1970° No. Pol. B-222X beserta surat
usratnya,
b. Mobil Toyota Hardtop 1970 No. Pol. B-3959-GG, beserta surat-suratnya
c. Mobil Mercedes Benz type 230 S/1970 No. Pol. B-80-GG beserta 'surat-
suratnya, =
dirampas untuk Negara.
HI. Svratsurat:
a. asli PP,UD. dikembalikan kepada Jaksa untuk bukti dalam perkara lain;
b. Foto copy P.PU.D. dilampirkan dalam berkas perkara;
c. Buku bambu dikembalikan kepada Kantor Bea & Cukai;
e.. Menghukum pulz tertuduh membayar biaya perkara ini.

putusan-putusan muna dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diba-
talkan masing-masing oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusannya
tanggal 10 Juli 1974 No. 35/1973 PT. Pidana yang amar lengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh;

Membatalkan seluruh pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur
No. 6/Pid/73{Tol. terhadap tertuduh Abu Kiswo bin Kusman;

Membatalkan surat tolakan Jaksa Jachja Siregar SH tertanggal 17 Maret
1973;

Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur untuk me-
ngirim kembali berkas-berkas perkara ini beserta bukti-bukti terlampir kepada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diajukan kembali ke Pengadilan Negeri
yang berwenang sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Memerintahkan dengan segera tertuduh dikeluarkan dari tahanan sementara
kecuali karena alasan lain ja harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan biaya-biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dajlam
tingkat banding ini dibebankan kepada Negara;

dan oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Fakarta dengan putusannya tanggal
10 Juli 1974 No. 1/1973 PT. Ekonomi yang amar lengkapnya berbuny1 seba-
gai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa dan tertuduh;

Membatalkan seluruh pemeriksaan Pengadilan Fkonomi Jakarta Utara-Timur
No. 4/PID/1973/EK. terhadap tertuduh Abu Kiswo bin Kusman;
. Membatalkan surat tolakan Jaksa Jachja Siregar SH tertanggal 17 Maret
1973;

Memerintahkan kepada Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur untuk me-
ngirim kembali berkas-berkas perkara ini beserta bukti-bukti terlampir kepada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara uatuk diajukan kembali ke Pengadilan Eko-
nomi yang berwenang sesual dengan hukum acara yang berlaku;
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Memerintahkan dengan segera tertuduh dikeluarkan dari tahanan sementara
kecuali karena alasan lain ia harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan biaya-biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam
tingkat banding ini dlbebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta-akta tentang penuntutan kasasi masing-masing tertang-
gal 2 Agustus 1974 No. Pid/Kas/1974 dan No. Pid/Kas/1974 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur yang menerangkan bahwa
pada tanggal 2 Agustus 1974 Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadﬂan Tinggi/Pengadilan
Tinggi Elonomi tersebut;

Memperhatikan risalah-risalah kasasi masing-masing tertanggal 14 Agustus 1974
dari Kepala Kejaksaan Negeri di Jakarta Utara sebagai penuntut kasasi yang
diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara/
Timur pada tanggal 14 Agustus 1974;

Memperhatikan kontra risalah-risalah kasasi masing-masing tertanggal 14 Agus-
tus 1974 dari kuasa tertuduh yang diajukan untuk darn atas nama tertuduh,
sebagai tertuntut kasasi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus
1974, "kontra risalah-risalah kasasi mana telah ditetima di kepaniteraan Penga-
dilan Negeri di Jakarta Utara/Timur pada tanggal 27 Agustus 1974;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari
Undang-undang No. 13 tahun 1965 Undang-undang Mahkamah Agung Indone-
sia’ dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari undang
undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mah-
kamah Agung maupun karena undang-undang yang ‘menurut pasal 49 ayat
(4) dari undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut telum ada, maka
Mzhkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut
di atas harus ditafsirkan demikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku
itu bukanlah: Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhan-
nya, melainkan - khusus mengenai kedudukan susunan dan kekuasaan Mahka-
mah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamat
Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-uridang
Mahkamah Agung Indonesa tersebut;
~ Menimhang, bahwa permohonan-permohouan kasasi ini diajukan oleh Ke-
pala Noaasaan Negerl di Jakarta Utara akan tetapl tidak nyata, bahwa Ke
palz Kejaxsaan ersebut nwituapat kuasa khusus dar Jaksa Agung untuk meng-
ajukan permohonan kasasi jabatan, oleh karena mana pérmohonan Kkasasi ter-
sebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa jutusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Ting-
g Ekonomi tersebut telah woeritahukan kepada penuntut kasasi pads tanggal
29 Juli 1974 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan-permohonan
kasasi pada tanggal 2 Agustus 1974 serta risalah-risalah kasastinya telah di.,
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terima di.Pengadilan Negeri di Jakarta Utara/Timur masing-masing pada tanggal
14 Agustus 1974 dengan demikian - permohonan-permohonan kasasi tersebut
beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan
cara-cara menurut’ undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi ter.
sebut formil dapat diterima. : ‘

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yarg diajukan oleh penuntut kasasi
di dalam kedua risalah kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan menyatakan bahwa perkara ini harus diajukan secara tersendiri
kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi; Pengadilan Tinggi/Pengadil-
an Tinggi Ekonomi telah salah menetrapkan pasal 35 ayat (1) Undang-undang
‘No. 7/Drt. tahun 1955, pasal mana pada pokoknya dapat diartikan bahwa
seorang Hakim mempunyai dua kwalitas sebagai Hakim Ekonomi dan sebagai
Hakim biasa, dengan perkataan lain bahwa seorang Hakim berwenang untuk
memeriksa perkara pidana ekonomi dan perkara pidana biasa serentak jika
tertuduhnya satu orang yang melakukan tindak pidana ekonomi dan pidana
biasa. Demikian juga halnya untuk Jaksa dan Paniteranya.

2. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah menafsitkan pa-
sal 35 ayat (2) dari Undang-undang No. 7/Drt. tahun 1955 dengan menya-
takan “bahwa tidak dikenal dalam perundang-undangan kita pengadilan ga-
bungan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi”, oleh karena apa yang
dilakukan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi adalah mengadili
secara serentak perkara ekonomi dan pidana biasa oleh majelis hakim yang mem-
punyai dua kwalitas, yaitu majelis hakim ekonomi dan majelis hakim biasa.
Bahwa menurut pasal 250 HI.R. ayat 14 kalau pelaku perkara tindak pidana
adalah orang itu-itu juga harus diajukan dengan serentak kepada sidang Penga-
dilan.

Peradilan demikian sesuai dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 14 ta-
hun 1970.

3. Bahwa Pengadilan ‘Banding dalam memeriksa perkara Abu Kiswo dan da-
lam membuat putusan tingkat banding berbuat sama dengan apa yang dila-
kukan oleh Pengadilan pertama, yaitu Pengadilan Banding bertindak dalam
dua kwalitas dan dalam persidangan serentak, seperti yang dilakukan Hakim
Pengadilan pertama, lalu dalam berbuat demikian Pengadilan Banding telah
membatalkan perbuatan tersebut di atas dari Pengadilan Pertama.

4. Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi salah melaksanakan pasal
16 ayat (2) undangundang No. 1/Drt. tahun 1951 dengan memutus bahwa
perkara tersebut harus dikirim kembali ke Kejaksaan Negri Jakarta Utara
untuk disjukan kembali ke Pengadilan yang berwenang sesuai dengan hukum
‘acara yang berlaku.

5. Khusus bagi putusan perkara ekonomi, Pengadilan Tinggi EKonomi te-
lah lalai menetrapkan pasal 44 dan pasal 48 undang-undang No. 7/Drt. tahun
1955.
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6. Pengadilan Tinggi salah menetrapkan pasal 75 ayat (1) dan pasa] 83
(c) ayat (1) HIR. dengan memerintahkan supaya tertuduh dikeluarkan dari
tahanan sementara hanya dengan alasan bahwa ia pegawai Negeri.

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakandalam kebe-
ratan-keberatan tersebut di atas di dalam masing-masing surat tuduhan Jaksa
telah memperinci Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi di Jakarta Utara/Ti-
mur sebagai Pengadilan untuk mengadakan pemeriksaan dan memberi putusan
terhadap perbuatan-perbuatan yang dituduhkan dalam perkara masing-masing;

Menimbang bahwa pernyataan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi
bahwa Pengadilan Negeri/Pengadilan Ekonomi melakukan pemeriksaan secara
gabungan vyang tidak dikenal oleh perundang-undangan, adalah tidak sesuai
dengan kenyataan karena apa yang terjadi ialah, Pengadilan Negeri dan Peng-
adilan Ekonomi tidak melakukan pemeriksaan secara gabungan, melainkan ma-
sing-masing Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi melakukan pemerik-
saan secara serentak dan nclakukan peradilan pada waktu yang bersamaan,
sehingga Pengadilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi masing-masing  menjatuh-
kan hukuman dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa karena itu, pemeriksaan dalam tingkat bandingdilakukan
pula oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Ekonomi masing-masing  dalam
lingkungan kewenangannya untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana umum
dan tindak pidana ekonomi, ’

bahwa dalam jalan peradilan demikian tidak dapat dikatakan, bahwa Peng-
adilan Negeri dan Pengadilan Ekonomi telah melakukan pémeriksaan secara
gabungan yang merupakan pelanggaran urdang-undang.

Menimbang pula, bahwa pembatalan putusan Pengadilan Ekonomi oleh Peng-
adilan Tinggi Ekonomi tidak dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karenaber-
dasarkan pasal 44 Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kelalaian dalam
cara-cara yang harus diindahkan oleh Pengadilan Ekonomi yang dalam per-
kara ini sesungguhnya tidak terdapat dan jika kelalajan tersebut tidak meru-
gikan fihak kejaksaan dalam tuntutannya atau fihak tersangka dalam pem-
belaannya, hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mem-
batalkan putusan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat penetapan Pengadilan Negeri/Peng-
adilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur Mahkamah Agung berpendapat’ bahwa
putusan Pengadilan tersebut No. 6/Pid/73/Tol, tanggal 25 Jull 1973 yang me-
nyebut 3 tuduhan, dianggap meliputi 2 tuduhan, yalah tuduhan ke I dan tu-
duhan ke 1l sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dan
yang dapat. dibenarkan, sekedar putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan
Umum;

Menimbang bahwa disamping itu, Mahkamak Agung berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Ekonomi Jakarta Utara-Timur yang menyebut 3 tuduhan
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itu dianggap harya mengadili tindak pidana, No. 4/Pid/1973/E dan yang da-
pat dibenatkan, sekedar putusan tersebut. dijatuhkan oleh Pengadilan Ekonomi,
yang diadakan pada Pengadilan - Negeri, dimana ditempatkan Hakim, Panitera
dan Jaksa yang semata-mata diberi tugas masing-masing mengadili dan menun-
tut perkara pidana ekonomi, sedangkan dalam perkara ini tugas tersebut telah
diberikan kepada Hakim, Panitera dan Jaksa yang diangkat untuk mengadili
dan menuntut perkara-perkara pidana ekonomi tersebut.

Menirnbang bahwa mengenai wewenang mengadili tindak pidana ckonomi
ini Mahkamah Agung sendiri berpendapat schagai berikut:

bahwa fasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Manys membedakan Pengadilan Agame,
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer disamping Pengadilan
Umum, yang rpasing-masing mempunyai lingkungun wewenang tertentu.

bahwa sesuzi dengan penjelasan undang-undang tersebut di dalam Lingkung-
an Pengadilan Umum dapat diadakan differensiasi-specialisasi berupa Pengadilan
Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak. Pengadilan Ekonomi dsb.

bahwa fasal 35 (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi berbunyi:  “pa-
da tiap-tiap ngadilan Negeri ditempatkan seorang hakim atau lebil dibartu
oleh seorang panitera atay lebih. dun scorang joksa atau lebih yang semata-
mata diberi tugas masing-masing mengaditi dan menuntut perkara pidana eko-

. nomi” '

Maka berdatarkan hal-hal tersebut Qi atas Pengadilan Ekonomi harus diang-
gap bukan pengadilan tersendiri sebagimana halnya dengan Pengadilan Agama.
Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilun Militer tersebut, melainkan ha-
aya suatu spedialisasi dalam Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan rindak pidana ckonomi dapat ditakukan
oleh Pengadilan Negeri dengan penempatan Hakim. Panitera dan Jaksa uniuk
mengadili dan menuniut perkara pidana ckonomi. sebagaimana tersebut dalam
fasal 35 (1) Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi:

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-ulasan yang diuraikan di atas Mah- -
kamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta No.
35/1973 PT. Pidana tanggal 10 Juli 1974 dan putusan Pengadilan Tinggi Eko-
nomi di Jakarta No. 1/1973 PT. Ekonomi tanggal 10 Juii 1974 harus di-
batalkan.

Memperhatitan undang-undang vang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dan penuntul kasasi Kepala Kejaksaan Negeri
di Jakarta Utara.

Membatalkan putusan Pengadilin Tinggi di Jakarta No 35/1973 PT. Pidana
tanggal 10 Juli 1974 dan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta No.
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1/1973 PT, Ekonomi tanggal 10 Juli 1974.

Memerintahkan Pengadilan Tinggi di Jakarta untuk memeriksa dan memu-
tuskan pokok perkara dalam tingkat banding.

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ‘kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtutanggal
25 Januari 1975 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh
Prof. Oemar Seno Adji SH Ketua, dengan dihadiri oieh Purwosunu SH dan
Busthanul Arifin SH Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastra-
widjaja SH Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadid oleh Ny. Kar-
linah P, Soebroto SH Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh
penuntut kasasi.






